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ABSTRACT

Educational attainment in West Kalimantan has improved amid
persistent differences in local economic capacity, public education
expenditure, and poverty. This study examines the associations of
regional per-capita income, local government education spending, and
poverty with mean years of schooling across 14 districts and
municipalities during 2016-2025 (140 observations). A random-effects
specification was selected using Chow, Hausman, and Lagrange
Multiplier tests. Estimated coefficients are positive for per-capita income
(5=1.749068; p<0.001) and education expenditure ($=0.555114;
p=0.0004) and negative for poverty (f=-0.221636; p<0.001), with model
R?=0.703113. Nevertheless, the reported Wooldridge test indicates serial
correlation, requiring a reassessment of conventional standard-error
inference. The findings underscore the relevance of household economic
vulnerability alongside education financing. The study advances a
cautious interpretation of subnational educational disparities and

outlines the robustness checks needed before stronger policy or causal

conclusions can be drawn.
ABSTRAK
Perbaikan capaian pendidikan di Kalimantan Barat berlangsung di tengah perbedaan kapasitas ekonomi,
ruang fiskal, dan kemiskinan antardaerah. Penelitian ini menganalisis hubungan pendapatan regional per
kapita, belanja pendidikan pemerintah daerah, dan tingkat kemiskinan dengan rata-rata lama sekolah
(RLS) menggunakan data panel 14 kabupaten/kota sepanjang 2016-2025 (140 observasi). Model efek acak
dipilih berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil estimasi menunjukkan asosiasi
positif pendapatan per kapita (=1,749068; p<0,001) dan belanja pendidikan (=0,555114; p=0,0004)
dengan RLS serta asosiasi negatif kemiskinan ($=-0,221636; p<0,001). Nilai R? model adalah 0,703113.
Namun, pengujian Wooldridge dalam tesis mengindikasikan autokorelasi serial, sehingga signifikansi
berbasis standar error konvensional perlu diuji kembali. Temuan tersebut menegaskan bahwa
peningkatan lama sekolah tidak cukup dijelaskan oleh besarnya anggaran pendidikan; perbaikan kondisi
ekonomi dan pengurangan kerentanan rumah tangga juga relevan. Artikel ini menawarkan pembacaan
kritis atas hubungan tersebut dan agenda pengujian ketahanan sebelum kesimpulan inferensial dijadikan
dasar kebijakan.

PENDAHULUAN

Perluasan pendidikan adalah proses akumulasi modal manusia yang tidak terjadi secara
serentak di seluruh wilayah. Perbedaan akses sekolah, daya beli, struktur pekerjaan keluarga,
serta kapasitas pembiayaan publik dapat menghasilkan kecepatan perbaikan yang tidak sama.
Dalam perspektif Schultz (1961) dan Becker (1964), pendidikan merupakan investasi yang
memberikan manfaat produktivitas dan pendapatan sepanjang siklus hidup. Meski demikian,
keputusan sekolah dan penyediaan layanan pendidikan tidak ditentukan hanya oleh insentif
ekonomi individu, tetapi juga kemampuan pemerintah menurunkan hambatan finansial dan
spasial.
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Kalimantan Barat memberikan konteks yang relevan untuk menguji argumen tersebut.
Data tesis memperlihatkan rata-rata lama sekolah provinsi meningkat dari 6,98 tahun pada 2016
menjadi 8,07 tahun pada 2025, tetapi variasi antarwilayah masih besar. Pada 2025, Kota
Pontianak mencatat 10,48 tahun dan Kayong Utara 6,55 tahun: selisih 3,93 tahun pendidikan
formal. Kesenjangan itu menggambarkan ketidakmerataan akumulasi pendidikan yang tidak
dapat dibaca semata-mata melalui perubahan rata-rata provinsi (BPS Provinsi Kalimantan Barat,
2026).

Analisis pembangunan manusia kerap menggunakan Indeks Pembangunan Manusia
sebagai variabel hasil. Walaupun bermanfaat secara agregat, penggunaan indeks komposit
menggabungkan dimensi pendidikan dengan kesehatan serta standar hidup. Penelitian ini
mempertajam fokus pada rata-rata lama sekolah sebagai indikator stok pendidikan penduduk.
Pendekatan itu penting karena dampak kenaikan belanja pendidikan tahunan tidak selalu segera
tercermin dalam stok pendidikan orang dewasa; terdapat jeda waktu, efek kohort, dan perbedaan
respons antarwilayah (Khusaini et al., 2022; Chang et al., 2023).

Tiga penjelas utama dianalisis bersama: pendapatan per kapita mencerminkan kapasitas
ekonomi wilayah, belanja pendidikan menjadi representasi intervensi fiskal, sedangkan
kemiskinan menunjukkan kendala akses dan risiko berkurangnya keberlanjutan sekolah.
Penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang beragam: hubungan pendapatan dan lama
sekolah dapat positif maupun lemah (Lestari & Setyadharma, 2019; Chang et al., 2023); demikian
pula efektivitas belanja dipengaruhi tata kelola serta kondisi regional (Bado & Hasbiah, 2017;
Ruwandari & Suharlina, 2023). Kajian Knight et al. (2009) menguatkan relevansi perangkap
kemiskinan bagi akumulasi pendidikan.

Kontribusi artikel terletak pada pemisahan capaian pendidikan dari indeks
pembangunan manusia komposit dan pengujian bersama faktor ekonomi masyarakat serta fiskal
daerah pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kontribusi yang lebih penting bersifat
metodologis: hasil panel disertai evaluasi eksplisit atas autokorelasi residual, potensi
keterlambatan respons, dan keterbatasan proksi pendapatan agregat. Dengan demikian, artikel
tidak menganggap signifikansi statistik sebagai bukti hubungan kausal.

KAJIAN TEORITIS
Pendapatan regional dan kemampuan mempertahankan sekolah

Dalam teori modal manusia, keputusan investasi pendidikan dipengaruhi manfaat yang
diharapkan serta biaya langsung dan biaya kesempatan. Peningkatan aktivitas ekonomi wilayah
berpotensi memperlonggar kendala pembiayaan, tetapi PDRB per kapita tidak identik dengan
pendapatan disposabel rumah tangga. Sebagian nilai tambah regional dapat terkonsentrasi pada
sektor tertentu, sehingga hubungannya dengan sekolah dipengaruhi distribusi pendapatan dan
akses layanan. Bukti Lestari dan Setyadharma (2019) mendukung asosiasi positif, sedangkan
Chang et al. (2023) mengingatkan bahwa perubahan pendapatan dan lama sekolah dapat tidak
searah pada konteks tertentu. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan per kapita
berkorelasi positif dengan RLS.
Belanja pendidikan dan jeda waktu hasil

Pendidikan mengandung eksternalitas positif yang memberi alasan bagi pembiayaan
publik (Musgrave & Musgrave, 1989). Tambahan belanja dapat memperluas infrastruktur
sekolah, tenaga pendidik, subsidi siswa, dan kualitas proses belajar. Namun, variabel total belanja
nominal juga mencerminkan ukuran penduduk dan inflasi serta tidak mengungkap komposisi
belanja. Terlebih lagi, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa berubah secara gradual; dampak
anggaran tahun berjalan dapat muncul melalui penyelesaian jenjang pendidikan beberapa tahun
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kemudian. Temuan Khusaini et al. (2022) menekankan interaksi belanja dan pendapatan
keluarga, sementara Ruwandari dan Suharlina (2023) memusatkan perhatian pada keluaran
partisipasi sekolah di Kalimantan Barat. Hipotesis kedua memprediksi korelasi positif belanja
pendidikan dengan RLS.
Kemiskinan sebagai hambatan akumulasi modal manusia

Kemiskinan dapat membatasi ketersediaan biaya transportasi, buku, perangkat
pembelajaran, dan kesempatan belajar, bahkan ketika biaya sekolah formal telah dikurangi. Bagi
keluarga dengan kendala likuiditas, pekerjaan anak atau remaja juga dapat menjadi respons
terhadap kebutuhan konsumsi jangka pendek. Knight et al. (2009) membahas bagaimana
kemiskinan dan pendidikan dapat membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Karena itu,
hipotesis ketiga yang konsisten dengan kerangka teori adalah kemiskinan berkorelasi negatif
dengan RLS. Perumusan H3 dalam bagian hipotesis tesis tertulis positif, sementara argumentasi
teoritisnya memprediksi negatif; artikel ini secara terbuka memakai arah teoritis negatif dan
menyatakan perbedaan tersebut sebagai koreksi konseptual, bukan perubahan atas hasil
estimasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai data sekunder 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat selama 2016-
2025, yang pada keluaran diagnostik tesis tercatat 140 observasi. Variabel hasil adalah RLS dalam
tahun; variabel penjelas ialah pendapatan regional per kapita (PPP), realisasi belanja pendidikan
daerah (BPD), dan tingkat kemiskinan (TKM). Data sosial-ekonomi berasal dari publikasi BPS,
sedangkan belanja pendidikan dari DJPK Kementerian Keuangan sebagaimana dicantumkan di
dalam tesis. Penyebutan PPP sebagai pendapatan per kapita mengikuti naskah sumber, tetapi
secara konsep perlu ditegaskan apakah indikator operasionalnya PDRB per kapita ADHK atau
ukuran lain.

Spesifikasi model yang dilaporkan dalam tesis adalah: RLS_it = a + 3; In(PPP_it) + 3,
In(BPD_it) + B3 TKM_it + u_i + €_it. Transformasi logaritma menghasilkan interpretasi semi-
elastisitas pada kedua variabel moneter, sedangkan kemiskinan diperlakukan sebagai
persentase. Dengan demikian, kenaikan 1% PPP berkaitan dengan perubahan sekitar (3;/100
tahun RLS; kenaikan 1 poin persentase kemiskinan berkaitan dengan f; tahun RLS, ceteris
paribus. Model dimaksudkan mengukur asosiasi kondisional, bukan estimasi kausal.

Pemilihan model mengacu pada uji Chow (F=157,218640; p<0,001), Hausman
(x?=5,751769; p=0,1243) dan Lagrange Multiplier Breusch-Pagan cross-section (489,8975;
p<0,001). Rangkaian tersebut menghasilkan pilihan random effects (REM). Namun, tidak
ditolaknya hipotesis nol Hausman tidak membuktikan eksogenitas efek acak; pengujian
sensitivitas dengan fixed effects dan correlated random effects tetap relevan (Gujarati & Porter,
2010).

Pemeriksaan residual dalam tesis mencakup Jarque-Bera (p=0,266861), matriks korelasi
penjelas dengan nilai absolut maksimum 0,537912, dan regresi bantu terkait heteroskedastisitas
yang jenis variabel dependennya tidak dinyatakan. Uji Wooldridge melaporkan indikasi korelasi
serial; karena itu pembahasan signifikansi utama merujuk nilai p yang dilaporkan sebagai hasil
awal, bukan sebagai inferensi robust yang telah diverifikasi. Re-estimasi dengan galat baku
berklaster kabupaten/kota, dan koreksi jumlah klaster yang kecil, diperlukan sebelum publikasi
final.
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HASIL PENELITIAN
Deskripsi data penelitian

Tabel 1. Statistik deskriptif dan kesenjangan regional

Indikator Rata-rata Minimum Maksimum Simpangan baku
RLS (tahun) 7,29 5,84 10,48 0,96

PPP (ribu | 25.062,34 14.701,26 44.200,00 6.464,72
rupiah)

BPD (juta | 395.752,74 119.917,92 783.305,35 140.084,19
rupiah)

Kemiskinan (%) | 7,43 3,99 12,83 2,54

Sumber: Tabel statistik deskriptif tesis Mulya Ningsih (2026).

Sebaran variabel memperlihatkan perbedaan modal ekonomi dan pendidikan daerah
yang besar. Perbandingan nominal belanja pendidikan perlu dibaca hati-hati karena tidak
dinormalisasi terhadap penduduk usia sekolah atau harga riil.

Tabel 2. Pemilihan model dan koefisien regresi

Variabel Koefisien SE t p

Konstanta -15,844020 3,523090 -4,497194 <0,001
In(PPP) 1,749068 0,352600 4,960485 <0,001
In(BPD) 0,555114 0,154208 3,599776 0,0004
Kemiskinan -0,221636 0,030062 -7,372531 <0,001

Sumber: keluaran REM dalam tesis (EViews 9, 2026).

Statistik model: F=107,3624 (p<0,001), R?=0,703113, adjusted R*=0,696564. Koefisien
adalah estimasi yang dilaporkan peneliti; artikel tidak melakukan penghitungan ulang dari data
mentah.Setelah mengondisikan dua penjelas lain dan komponen efek acak, kenaikan 1%
pendapatan regional per kapita berkaitan dengan tambahan sekitar 0,01749 tahun RLS. Untuk
belanja pendidikan, asosiasi serupa berkisar 0,00555 tahun per kenaikan 1%. Sementara itu,
kenaikan satu poin persentase kemiskinan berkaitan dengan penurunan RLS sebesar 0,22164
tahun. Besaran tersebut mencerminkan perubahan kondisional pada model, bukan dampak
program maupun simulasi intervensi yang telah teridentifikasi secara kausal.

Kualitas model dan batas inferensi

Uji normalitas tidak menemukan penyimpangan yang signifikan berdasarkan Jarque-
Bera; matriks korelasi penjelas juga tidak memperlihatkan hubungan berpasangan yang sangat
tinggi. Namun, pengujian tersebut tidak mengesampingkan masalah variabel terlewat,
ketergantungan serial, maupun korelasi residual antardaerah. Hasil Wooldridge yang dilaporkan
menunjukkan F=39,52 dan probabilitas yang dicantumkan berbeda pada dua tabel (0,00028 dan
0,000028); keduanya tetap berada di bawah 0,05, tetapi angka yang benar perlu diverifikasi pada
keluaran asli.

Adanya autokorelasi serial berarti galat baku konvensional dalam tabel regresi tidak
semestinya diperlakukan sebagai hasil inferensi akhir. Dengan 14 klaster dan sepuluh tahun,
pendekatan robust berklaster dengan koreksi sampel kecil atau wild cluster bootstrap lebih tepat
dipertimbangkan. Selain itu, bentuk RLS sebagai indikator stok pendidikan dan tren bersama
pada variabel pendapatan maupun belanja berpotensi menghasilkan hubungan yang didorong
oleh waktu. Spesifikasi dengan efek tahun dan analisis data beda pertama dapat membantu
menguji apakah hasil bertahan setelah tren umum diperhitungkan.
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PEMBAHASAN
Kapasitas ekonomi tidak otomatis menjadi peluang pendidikan yang merata

Koefisien positif pendapatan per kapita mendukung mekanisme keterbatasan sumber
daya dalam investasi pendidikan, tetapi bukan bukti bahwa kenaikan nilai tambah regional
mengalir sama besar kepada semua rumah tangga. Pendapatan agregat berpotensi meningkat
melalui sektor padat modal, sementara kesempatan ekonomi keluarga miskin belum berubah
sebanding. Hal itu penting bagi Kalimantan Barat, di mana kapasitas ekonomi kota, daerah
agraris, dan daerah berbasis sumber daya alam memiliki karakter berbeda. Temuan ini lebih
tepat dibaca sebagai keterkaitan antara kinerja ekonomi wilayah dan capaian pendidikan jangka
panjang daripada sebagai elastisitas dampak kebijakan pertumbuhan (Becker, 1964; Lestari &
Setyadharma, 2019; Yang & Cao, 2023).

Kenaikan RLS juga berlangsung lambat karena mencerminkan akumulasi pendidikan
sejumlah kohort dewasa. Dengan demikian, respons jangka pendek terhadap perubahan
pendapatan tahunan tidak dapat diasumsikan sebesar koefisien asosiasi panel. Pengujian
terpisah pada harapan lama sekolah, partisipasi pendidikan menengah, dan angka putus sekolah
akan dapat mendekatkan proses ekonomi rumah tangga dengan hasil layanan pendidikan yang
lebih responsif.

Belanja pendidikan: kuantitas anggaran versus efektivitas belanja

Temuan positif belanja pendidikan sejalan dengan pandangan bahwa penyediaan
pendidikan memerlukan komitmen fiskal. Namun, besar koefisien yang lebih kecil daripada
koefisien pendapatan tidak boleh langsung diterjemahkan bahwa anggaran lebih tidak penting
karena kedua estimasi memiliki mekanisme, skala, dan kemungkinan endogenitas yang berbeda.
Belanja juga dapat diarahkan ke daerah yang tertinggal sehingga hubungan pada periode tertentu
dipengaruhi respons kebijakan terhadap kebutuhan; hubungan dua arah ini belum dimodelkan
secara eksplisit (Musgrave & Musgrave, 1989; Khusaini et al.,, 2022).

Dalam praktik kebijakan, total belanja harus dipisah menurut jenis pengeluaran,
penerima manfaat, tingkat pendidikan, dan pengeluaran riil per murid. Pengukuran tersebut
dapat membedakan kenaikan gaji dan biaya administrasi dari belanja yang memperbaiki
transportasi, fasilitas, dukungan siswa miskin, ataupun mutu pembelajaran. Indikator RLS perlu
dipadukan dengan hasil layanan yang lebih cepat berubah supaya evaluasi tahunan tidak salah
menyimpulkan kebijakan pendidikan yang sedang berjalan.

Kemiskinan dan persistensi ketimpangan pendidikan

Koefisien negatif kemiskinan menunjukkan bahwa wilayah dengan penurunan
kerentanan ekonomi cenderung mencatat capaian sekolah yang lebih baik, setelah
mengendalikan PPP dan BPD dalam spesifikasi yang dilaporkan. Penjelasan yang masuk akal
mencakup berkurangnya tekanan biaya tidak langsung sekolah dan kebutuhan anak bekerja,
tetapi mekanisme rumah tangga ini belum diobservasi dalam penelitian. Oleh sebab itu, istilah
efek kemiskinan digunakan secara terbatas sebagai asosiasi ekonometrik (Knight et al., 2009;
Putria et al,, 2023).

Hubungan pendapatan dengan kemiskinan juga menunjukkan bahwa kedua variabel
menangkap dimensi yang berbeda. Rata-rata nilai tambah yang meningkat dapat beriringan
dengan kemiskinan yang tetap tinggi apabila distribusi hasil pertumbuhan tidak merata. Karena
itu, pendidikan inklusif memerlukan kombinasi penguatan pendapatan keluarga miskin dan
belanja pendidikan yang menurunkan hambatan spesifik, bukan hanya meningkatkan belanja
agregat.
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Mengapa hasil saat ini belum cukup untuk klaim sebab-akibat

Permasalahan utama bukan pada tidak ditemukannya signifikansi, melainkan
ketidakpastian validitas inferensi saat residual berkorelasi antarwaktu. Selain itu, variabel yang
bergerak bersama dari waktu ke waktu, keterlambatan dampak belanja, perubahan definisi
operasional, dan kemiskinan yang dapat dipengaruhi oleh pendidikan membatasi interpretasi
searah. Dengan karakteristik demikian, model statis REM adalah titik awal yang informatif, belum
model identifikasi sebab-akibat. Pembahasan akademis yang bertanggung jawab perlu
membedakan bukti asosiasi dari efektivitas kebijakan yang belum diuji.

Implikasi Kebijakan

Pada tingkat provinsi, prioritas pertama adalah mengintegrasikan pemetaan kemiskinan
dengan hambatan pendidikan pada kabupaten/kota dan kelompok sosial tertentu. Pemda dapat
mengaitkan bantuan biaya transportasi, dukungan kelanjutan sekolah, dan layanan pendidikan
bagi wilayah terpencil dengan indikator putus sekolah, partisipasi, serta transisi jenjang. Prioritas
kedua ialah evaluasi belanja berbasis keluaran dan hasil: tidak cukup mengukur proporsi
anggaran pendidikan, tetapi juga komposisi belanja, biaya per murid, distribusi antarsekolah,
akses, dan pencapaian pendidikan. Prioritas ketiga berkaitan dengan integrasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal agar tekanan biaya kesempatan
bersekolah tidak tetap tinggi pada rumah tangga rentan.

Pengukuran capaian program hendaknya tidak semata menggunakan RLS tahunan,
mengingat perubahan indikator ini lambat dan dipengaruhi struktur umur. Disarankan
penggunaan indikator pendamping berupa angka partisipasi sekolah sesuai umur, angka putus
sekolah, penyelesaian jenjang pendidikan, transisi SMP-SMA, serta hasil pembelajaran. Analisis
distributif menurut daerah, jenis kelamin, dan kondisi ekonomi rumah tangga perlu menjadi
bagian evaluasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil REM yang dilaporkan untuk 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat,
pendapatan regional per kapita serta belanja pendidikan berkorelasi positif dan signifikan
dengan RLS, sedangkan tingkat kemiskinan berkorelasi negatif dan signifikan. Ketiga hasil sesuai
dengan kerangka modal manusia yang menekankan interaksi kapasitas ekonomi rumah tangga,
investasi publik, dan hambatan sosial ekonomi dalam proses akumulasi pendidikan. Meski
demikian, hasil autokorelasi serial yang dilaporkan berarti signifikansi dalam tabel dasar masih
harus dikonfirmasi menggunakan galat baku yang sesuai.

Keterbatasan utama meliputi belum tersedianya pengujian robust berklaster,
kemungkinan keterkaitan dua arah antara RLS dan variabel ekonomi, penggunaan nilai belanja
nominal, serta belum disertakannya karakteristik akses dan kualitas sekolah. Kajian lanjutan
perlu membandingkan efek tetap wilayah dan tahun, variabel belanja riil per murid,
kemungkinan lag belanja, dan pendekatan correlated random effects. Dengan penguatan
tersebut, penelitian  berpeluang memberikan  kontribusi  yang lebih  dapat
dipertanggungjawabkan bagi rancangan kebijakan peningkatan rata-rata lama sekolah yang
inklusif.
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